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Nomor
Perihal

160/UAt(2013
ljin Penyelenggaraan dan Akreditasi
Program Studi

1 Maret 2013

Kepada Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I * Xll
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian lain

dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Sehubungan dengan pengundangan UU No. 12 Tahun 2012 tentanq Pendidikan Tinggi pada tanggal
10 Agustus 2012, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012, izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin
penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012
dinyatakan tetap berlaku;

2. Berhubung izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah
dinyatakan tetap berlaku, maka berdasarkan Pasal 33 ayal (3) dan ayat (5) UU No. 12 Tahun
2012, perguruan tinggi/badan penyelenggara yang telah memperoleh izin penyelenggaraan
program studi sebelum tanggal 10 Agustus 2A12 sebagaimana dimdksud pada angka 1 dan
prograrn studi iersebut belum terakreditasi dinyatakan terakreditasi C sampai dengan 6 (enam)
bulan terhitung rnulai tanggai surat edaran ini diterbitkan,

3. Dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2, perguruan tinggi
penyelenggara program studi tersebut wajib mengajukan permohonan akr:editasi ulang program
studilersebut ke Badan AkredltaslNasional Perguruan Tinggi (BAN-pT); 'L .

4 Setelah waktu 6 (enam) bulan sebagairhana'dimaksud pada angka 3 terlampaui, tetapi perguruan
tinggi tidak mengajukan permohonan akreditasr ulang program studi ke BAN-PT, izin program studi
dicabut dan program studi tersebut dinyatakan lidak sah,

5 Perguruan tinggi penyeienggara program studi yang telah mengajukan permohonan akreditasi
ulang program studi ke BAN-PT dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud
pada angka 3 tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT maka status akreditasi program
studr tersebut tetap berlaku sampai hasil akreditasi diterbilkan;

Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan agar Koordinator
Kopertis menyampaikan kepada PTS yang bersangkutan di wilayah kerjanya.

eral Pendidikan Tinggi

an

9091978031003

2. l\4enteri pada Kementerian lain dan Ketua Lembaga Pemerintah yang terkait;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Kemenkunrham,
5 Para Pejabat Eselon I di lrngkungan Kemdikbud;
6. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7 Para Direktur dan Sesditjen di lingkungan Ditjen Dikti;
I Para Atase Pendiciikan cji Luar Negeri.
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KEMtrNTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta l02lO
Telepon : (021) 57946063 Fax: (021) 51946062

I-.aman : www.dikti.kemdiknas.go.id

Nomor'. 18971E2.31T12013
Lampiran . 1 (satu) berkas
Hal : ljin Penyelenggaraan dan Akreditasi

Program Studi

Jakarta, 20 Maret 2013

Kepada Yth.:
1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I - Xll
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian lain

dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Sehubungan dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

dan terkait dengan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160lElAKl2013 tanggal 1 Maret 2013 (terlampir),

bersama ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses pemberian perpanjangan izin penyelenggaraan program studi yang selama
ini diberlakukan, sejak terbitnya surat edaran Nomor 160lElAKl2013 tidak
diberlakukan lagi dan ijin penyelenggaraan program studi disesuaikan dengan
masa berlaku akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akareditasi Perguruan Tinggi
(BAN-Pr);

2. Bagi program studi yang belum terakreditasi untuk segela ' rnengajukan
permohonan akreditasi ke BAN-PT, apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan

sejak surat edaran Nomor 160lElAKl2013 terbit belum mengajukan akreditasi maka

izin prodi akan dicabut dan dinyatakan tidak sah.

3. Seluruh perguruan tinggi tetap wajib memberikan laporan dan validasi data

semesteran program studi ke Ditjen Pendidikan Tinggi melalui laman

www. eval uasi. d i kti. go. id

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan

terima kasih.

tur Kelembagaan dan Kerjasama,

Jazidie
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1. Direktur Jenderal Pendidikan
2. Ketua BAN-PT
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